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BUPATI BANDUNG BARAT 

PROVINSI JAWA BARAT  

 

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT 

NOMOR 46 TAHUN 2019 

TENTANG 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019-2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi, 
Pemerintah Daerah wajib menyusun Road Map Reformasi 
Birokrasi untuk memberikan arah tentang rencana kerja rinci 
dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi secara efektif, efisien, terukur, konsisten 
dan berkelanjutan;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 
Bandung Barat Tahun 2019-2024; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 
Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; 
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4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi 
Pada Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 590); 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 
Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
1538); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 
Nomor 3); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat 
Tahun 2019 Nomor 3 Seri E, Noreg Peraturan Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat : 3/50/2019). 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI 
BIROKRASI TAHUN 2019-2024. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Bagian Kesatu 

Pengertian 

 
Pasal 1  

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat. 

2. Pemerintah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah 
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat 
tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-
langkah bertahap, mengubah paradigma, konkret, realistis, sungguh-sungguh, 
inovatif, dan dengan upaya luar biasa. 
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6. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design 
Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali 
dan merupakan rencana rinci Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke 
tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang 
jelas. 

7. Monitoring adalah kegiatan mengawasi perkembangan pelaksanaan program 
kegiatan, mengidentifikasi serta megantisipasi permasalahan yang timbul 
dan/atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin. 

8. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan 
(input) keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. 

 
BAB II 

KEDUDUKAN 

 
Pasal 2  

(1) Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2024 digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah. 

(2) Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan 
acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Daerah. 

 
BAB III 

SISTEMATIKA ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 

 
Pasal 3  

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika 
sebagai berikut: 

Bab I  : Pendahuluan 

Bab II  : Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah 

Bab III : Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 

Bab IV : Monitoring dan Evaluasi 

Bab V  : Penutup 

 

Pasal 4  

Isi dan uraian Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2024 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

 

BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 

Pasal 5  

(1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan 
Pemerintah Daerah dilaksanakan oelh Tim Pengendalian dan Evaluasi 
Reformasi Birokrasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati. 
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(2) Tim sebegaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengendalian dan 
evaluasi setiap tahun dengan menggunakan hasil evaluasi dan penilaian dari 
Tim Reformasi Birokrasi Nasional.  

 

Pasal 6  

Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2019-2024 
dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Daerah berdasarkan 
Evaluasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 

 

BAB V 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 7  

Pembiayaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak 
mengikat.  

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 8  

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat. 

 

 Ditetapkan di Bandung Barat 

 pada tanggal 4 Oktober 2019 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

AA UMBARA SUTISNA 

Diundangkan di Bandung Barat 

pada tanggal 4 Oktober 2019 

 SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

 ASEP SODIKIN 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 46 SERI E 


